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KATA PENGANTAR
pa ) a1 dl)

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan
rahmat dan InayahNya, sehingga Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah
untuk Wilayah Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat melaksanakan tugas yang
diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan baik sesuai
dengan rencana. Tak lupa shalawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Besar
Muhammad SAW.

Laporan ini adalah rangkuman hasil pemeriksaan yang dilaksanakan
berdasarkan Surat Perintah Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor
W9-A/1113/KP.002/6/2020, tanggal 19 Juni 2020, pemeriksaan dilaksanakan di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2020.
Dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh kami tim yang ditunjuk.

Format laporan ini dibuat dengan menguraikan temuan dalam bentuk kondisi
atau keadaan rii/ yang ditemukan dilapangan kemudian diuraikan pula pemecahan

dalam bentuk apa yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami sadar bahwa pemecahan atau apa yang seharusnya dilakukan sebagai
yang telah kami uraikan dalam laporan ini mungkin tidak tepat atau tidak sependapat
dengan pimpinan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka untuk itu kami secara
terbuka menerima perbaikan dan penyempurnaan demi perbaikan lembaga peradilan
kedepan. |

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

Jakarta, Juni 2020
Ketua Tim,

Drs. H. E. Abd} Rahman, S.H.
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Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor
W9-A/1113/KP.002/6/2020, tanggal 19 Juni 2020, Tentang Penugasan Hakim
Pengawas Daerah;

Berita Acara Penutupan Kas

Berita Acara Pemeriksaan Kas (Dipa 01 dan 04)

Ceklis Pemeriksaan Implementasi 11 Aplikasi Unggulan

Surat Dirjen Badilag Nomor 1517/DjA/HM.00/4/2020, tentang Himbauan
memasang Poster 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag;

Foto-foto Protokol Kesehatan, aplikasi unggulan badilag
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BAB I

PENDAHULUAN

A.DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal
23 Januari 2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada di bawahnya;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/080/SK/VI111/2006  tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VI111/2007
tanggal 29 Agustus 2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;

5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku Il (Edisi
Revisi tahun 2013 );

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan
dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a jo
Pasal 3 ayat (1) dan (2);
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7.Buku IV Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

9. Juklak Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung RIl, Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/2018, Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2018;

10. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,
Nomor 424/DJA/HM.00/11/2019, tanggal 11 Februari 2019, Tentang
Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara

Elektronik Pada Pengadilan Agama:

11. Surat Dirjen Badilag Nomor 1517/DjA/HM.00/4/2020, tentang Himbauan
memasang Poster 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag;

12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor
W9-A/946/PS.01/6/2020, tanggal 2 Juni 2020, Tentang Penunjukkan Tim
Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan

Tinggi Agama DKI Jakarta;

13. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor:
W9-A/1113/KP.002/6/2020, tanggal 19 Juni 2020, Tentang Penugasan
Hakim Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta;

B.RUANG LINGKUP PENGAWASAN
Ruang Lingkup Pengawasan meliputi :
1. Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik

2. Administrasi Perkara
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3.

4.

5.

Administrasi Persidangan
Administrasi umum (Persuratan, Kepegawaian, Perpustakaan)

Keuangan dan Barang Milik Negara

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1.

2.

Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar
Meningkatkan kinerja pelayanan publik

Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan

Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan

Menjaga terwujudnya tertib  administrasi umum  (Persuratan,

Kepegawaian, Perpustakaan)

Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan Anggaran dan

Barang Milik Negara

D.METODOLOGI PENGAWASAN

1. Pemeriksaan dokumen

2. Wawancara

3. Konfirmasi

4, Observasi

5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

E. JANGKA WAKTU PENGAWASAN

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,

Nomor W9-A/1113/KP.002/6/2020, tanggal 19 Juni 2020, bahwa jangka
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waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, dimulai dari tanggal 25
sampai dengan 26 Juni 2020 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

dengan susunan tim sebagai berikut;

1. Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta, sebagai Ketua Tim;

2. H. Imam Ahfasy, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta, sebagai Anggota;

3. Ratu Dhiyafah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta, sebagai Sekretaris;

4. Mahrum, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
sebagai Anggota;

5. Ade Irma Suryani, A.Md., Pelaksana Penyusun Rencana Kegiatan dan

Anggaran, sebagai Anggota;

6. Hirda Arindah, A. Md., Pelaksana Penyusun Rencana Kegiatan dan

Anggaran, sebagai Anggota;
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F. GAMBARAN UMUM OBRIK

1. Informasi Umum Pengadilan

Sejarah PA Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai salah satu instansi yang
melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai
berikut:

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 69 Tahun 1963, tentang Pembentukan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
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7. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan Wewenang

Pengadilan Agama;

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat keputusan
Menteri Agama Rl Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya Pengadilan Agama di
wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor yang dinamakan kantor cabang,
yaitu:

1. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara.
2. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah.
3. Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk.

Semua Pengadilan Agama tersebut di atas termasuk Wilayah Hukum Cabang
Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian setelah berdirinya Cabang
Mahkamah Islam Tinggi Bandung berdasarkan surat keputusan Menteri Agama
Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, semua Pengadilan Agama di
Provinsi Jawa Barat termasuk Pengadilan Agama yang berada di Daerah |bu Kota
Jakarta Raya berada dalam wilayah Hukum Mahkamah Islam TInggi Cabang
Bandung. Dalam perkembangan selanjutnya istilah Mahkamah Islam Tinggi
menjadi Pengaidlan Tinggi Agama (PTA).

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Rl Nomor 61 Tahun 1985,
Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindah ke Jakarta, akan tetapi realisasinya
baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987 dan secara otomatis Wllayah
Hukum Pengadilan Agama di Wilayah DKI Jakarta adalah menjadi Wilayah Hukum
Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Terbentuknya kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan jawaban
dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang ketika itu pada tahun 1967
merupakan cabang di Pengadilan agama Istimewa Jakarta Raya yang berkantor di
jalan Otista Raya Jakarta Timur.

Sebutan pada waktu itu adalah cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk sesuai dengan
banyaknya jumlah penduduk dan bertambahnya pemahaman penduduk serta
tuntutan masyarakat Jakarta Selatan yang wilayahnya cukup luas. Keadaan kantor
ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu menempati gedung bekas kantor
Kecamatan Pasar Minggu di suatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal dengan
gang Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.

Penanganan kasus-kasus hanya berkisar perceraianm kalaupun ada tentang
warisan, masuk kepada komparisi. itupun dimulai pada tahun 1969, kerjasama
dengan Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.

Sebelum tahun 1969, pernah pula membuat fatwa waris, akan tetapi hal itu
ditentang oleh pihak keamanan karena bertentangan dengan kewenangannya
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sehingga sempat beberapa orang termasuk Hasan Mughni ditahan karena
Penetapan Fatwa Waris. Oleh karenanya, sejak saat itu Fatwa Waris ditambah
dengan kalimat "jika ada harta peninggalan”.

Pada tahun 1976, gedung kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan
dipindah ke blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menempati serambi
Masjid Syarief Hidayatullah dan sebutan kantor cabang pun dihilangkan menjadi
Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian diangkat pula beberapa hakim
honorer yang diantaranya adalah H. Ichtijanto, S.A., S.H.

Penunjukan tempat tersebut atas inisiatif kepala Kandepag Jakarta Selatan
yang waktu itu dijabat pula Drs. H. Muhdi Yasin. Seiring dengan perkembangan
tersebut, diangkat pula 8 karyawan untuk menangani tugas-tugas kepaniteraan
yaitu, llyas Hasbullah, Hasan Jauhari, SUkandi, Saimin, Tuwon Haryanto,
Fathullah AN., Hasan Mughni, dan Imron. Keadaan penempatan kantor di serambi
Masjid tersebut, bertahan hingga tahun 1979.

Selanjutnya pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan Agama Jakarta
Selatan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Rl. Kemudian pada awal Mei
2010, diadakan tasyakuran dan sekaligus dimulainya aktifitas perkantoran di
gedung baru tersebut. Pada saai itu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan
dijabat oleh Drs. H. Ahsin A. Hamid, S.H.

Sejak menempati gedung baru yang cukup megah dan representatif tersebut,
di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan pembenahan dalam segala hal,
baik dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan maupun dalam hal
peningkatan TI (Teknologi Informasi) yang sudah semakin canggih disertai dengan
aplikasi-aplikasi yang menunjang pelaksanaan tugas pokok, seperti aplikasi
SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang sudah
berjalan, sistem informasi manidiri dengan layar sentuh (touchscreen), serta situs
web "http://www.pa-jakartaselatan.go.id".

Anggaran pembangunan Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

1. Tahun 2007 s/d/ 2008: pengadaan tanah untuk bangunan gedung baru seluas +
6000 m2 yang terletak di jalan Harsono RM Ragunan, JAkarta Selatan dengan
anggaran Rp. 19.353.700.000 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh tiga
juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari DIPA PTA Jakarta.

2. Tahun 2008: tahap pertama pembangunan gedung baru sesuai dengan
purwarupa Mahkamah Agung RI dengan anggaran Rp. 7.393.270.000 (tujuh
milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang
berasal dari DIPA Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

3. Tahun 2009: tahap kedua pembangunan gedung baru dengan anggaran
Rp. 14.110.820.000 (empat belas milyar seratus seupuluh juta delapan ratus
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dua puluh ribu rupiah) yang berasal dari DIPA Pengadilan Agama Jakarta
Selatan.

KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

DRS. M. HILAL

H. ALIMI, BA.

DRS. DJABIR MANSYUR,
S.H.
1989 - 1992

DRS. H. AHMAD KAMIL,
S.H., M.HUM.
1992 - 1994

DRS. H. DJAYUSMAN,
M.S, S.H.
1994 - 1996

DRS. A. RIFAT YUSUF
1996 - 2001

DRS. H. ZAINUDDIN
FAZARI, M.H.
2001 - 2004

DRS. H. SAYED USMAN,
SV
2004
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DRS. H. MARDIANA
MUZAFFAR, S.H.
2004 - 2006

DRS. H. YASARDIN,
S.H., M.H.
20112015

Dra. Hj. SITIZURBANIYAH,

SH. MHI
2019 - 2020

DRS. A CHOIRI, S.H.,
M.H.
2006 - 2008

DR. IMRON ROSYADI,
S.H., M.H.
2013 - 2015

DR. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.
2020 - SEKARANG

DRS. H. PAHLAWAN

HARAHAP, S.H., M.A.

2008 - 2009

DR. CHAZIM
MAKSALINA
2015 - 2016

DRS. AHSIN A. HAMID,
S.H., M.H.
2009 - 2011

Drs. H. Uyun
Kamiluddin, S.H., M.H.
2016-2019
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BAB 11
HASIL PENGAWASAN

Dari Hasil Pengawasan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara ruang gerak lalu lalang
aktivitas pegawai sudah dibuat terpisah dengan ruang gerak pengunjung sidang
dan pihak berperkara, sehingga pintu masuk bagi pegawai dengan pengunjung
sidang dan para pihak berbeda;

- Bahwa pengawasan ini merupakan kegiatan regular tahunan, pada tahun ini
pengawasan dilaksanakan dalam masa pandemik Covid 19 dan di Pengadilan
Agama Jakarta Selatan telah menerapkan protokol kesehatan Covid 19, yaitu:

a.
b.
c.

Tersedianya bilik disinfektan ketika mulai memasuki gedung;

Ada tempat cuci tangan dan disediakan sabun cair

Pengunjung sidang dan para pihak harus mengenakan masker begitu juga
dengan pegawai;

Ada pengukuran suhu tubuh kepada pegawai dan pengunjung sidang serta
pihak berperkara

Tersedianya hand sanitizer di dalam disetiap pintu

Dijaga physical distancing, dengan dibuat jarak tempat duduk antara satu
dengan yang lain

Pada Pelayanan Satu Pintu (PTSP) telah diibuat pembatas antara petugas
PTSP dengan pengunjung sidang dan pihak berperkara;

Security memakai Face Shield

Mengadakan penyemprotan disinfektan dua kali dalam seminggu (setiap
hari Senin dan Jumat)

Selain itu ada temuan lain yaitu:

A. MANAJEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Manajemen Peradilan

1. Kondisi:

yang terkait dengan pokok-pokok manajemen yang terdiri dari Planning,
Organizing dan Controling sudah berjalan dengan baik. Namun yang
terkait dengan planning (dalam menyusun program kerja sesuai dengan
catatan dari pengawasan yang dilaksanakan tanggal 25 dan 26 Juni 2020
ada catatan bahwa dalam penyusunan program kerja/RKAKL terjadi
kendala diantaranya penyusunan RKAKL secara mendadak sehingga
penyusunan program kerja tersebut terkesan terburu-buru;
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Kriteria:
Buku IV Edisi Revisi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl Tahun
2011

Sebab:

Apabila pembuatan program kerja atau RKAKL pelaksanaannya secara
mendadak dan terburu-buru boleh jadi ada program yang penting tidak
terakomodir

Akibat:
Ada kepentingan yang terabaikan karena kepentingan tidak terakomodir
dalam program kerja tersebut.

Rekomendasi:
Setiap tahun anggaran harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi para
pejabat dalam melaksanakan tugas dan acuan dalam membuat
kebijakannya

2. Kondisi;
Program kerja yang dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah
mecakup visi dan misi strategi rencana kegiatan, waktu pelaksanaan
sumber dana dan pertanggungjawaban kegiatan

Kriteria:

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga
Administrasi Negara.

Sebab:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang
diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara adalah merupakan
instruksi presiden yang harus dilaksanakan dalam rangka menciptakan
lembaga yang akuntable sebagai wujud pertanggungjawaban instansi
pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akibat:

Jika penyusunan program kerja tidak mengacu kepada instruksi presiden
tersebut tidak bias diharapkan instansi a quo menjadi instansi yang
akuntable sebagaimana yang diharapkan

Rekomendasi:

Dalam penyusunan program Kkerja harus memperhatikan instruksi
presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara
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3. Kondisi:
SK Hawasbid Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2020 telah dibuat dan
para hakim pengawas bidang telah melaksanakan tugas pengawasan sesuai
bidangnya masing-masing, kecuali hakim pengawas bidang. Para hakim
Pengawas Bidang selepas pengawasannya telah melaporkan secara tertulis
namun belum ditindak lanjuti oleh pimpinan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan;
Kriteria:
Lampiran 1 Keputusan Ketua mahkamah Agung RI, Nomor
KMA/080/VI111/2006, tanggal 24 Agustus 2006
Sebab:
Tindak lanjut oleh pimpinan atas hasil pengawasan hakim pengawas yang
dilakukan oleh hakim pengawas bidang akan bermanfaat ganda bagi para
hakim pengawas bidang dan akan menjadi penambah semangat dalam
melakukan pengawasannya, dan bagi manajemen kantor akan sangat
membantu karena hasil temuan para hakim pengawas bidang setahap demi
setahap kekeliruan yang terjadi akan diperbaiki dengan hasil temuan para
hakim pengawas bidang

Akibat:

Temuan akan terus berulang dengan sendirinya apa yang akan dicapai
akan menjadi lambat. Ketika temuan ditindaklanjuti maka tidak akan ada
lagi yang namanya temuan berulang dana pa yang akan dicapai akan
segere terwujud

Rekomendasi:

Pimpinan agar berupaya untuk menindaklanjuti hasil temuan untuk
memperbaiki kondisi yang ada agar segera bias sesuai dengan yang
seharusnya.

4. Program Kerja

a. Penyusunan Program kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan
dengan melibakan semua unsur pimpinan dan pejabat struktural.

b. Dalam penyusunan program PA Jaksel dengan berpedoman kepada
DIPA tahun 2020 yang tersedia.

c. Program kerja yang telah kami susun telah disosialisasikan kepada
seluruh pejabat dan seluruh pagawai.

d. Program kerja Pengadilan Agama Jakarta SelatanTahun 2020 dibuat
dengan rinci termasuk jadwal kegiatannya.

e. Dalam melakukan perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengadakan rapat-
rapat
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5. Proses Penyusunan RKAKL

Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan terdiri dari Pimpinan,
seluruh Hakim Pejabat Kepaniteraan dan seluruh  Pejabat
Kesektretariatan dengan mengacu kepada dokumen yang tersedia;

6. Rapat koordinasi

a. Setiap kali rapat sudah biasa dibuat daftar hadir. Rapat yang
melibatkan seluruh pegawai dan Hakim dilaksanakan satu bulan sekali
sedangkan kepaniteraan dan kesekretariatan dilaksanakan satu bulan
dua kali.

b. Setiap kali rapat baik rapat yang diikuti oleh seluruh pegawai atau
hanya diikuti oleh kepaniteraan atau kesekretariatan itu dibuat
Notulennya.

c. Tindak lanjut hasil rapat dan evaluasinya biasanya dilaksanakan dalam
rapat berikutnya.

7. Uraian Tugas /Job Description

a. Masing-masing personil sudah dibuat uraian tugasnya (job description)
dan diletakan dimeja masing-masing.

b. Semua program kerja yang telah ditetapkan telah dibagi habis kepada
seluruh pejabat untuk menanganinya.

c. Pengawasan dan rapat berkala telah dilaksanakan dan dibuat juga
notulen

8. Pelayanan Publik

a. Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan hukum
kepada para pencari keadilan sudah terlaksana dalam bentuk one day
minut.

b. Terkait dengan intrumen yang memudahkan masyarakat mengakses
ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam bentuk informasi on line
dan pendaftaran via website.

c. Terjadi pungutan yang di luar ketentuan sudah diantisipasi dengan
dipasang CCTF di berbagi tempat, adanya papan Panjar biaya
perkara, pembayaran biaya perkara lewat Bank. Dan adanya papan
PNBP.

d. Penataan ruang kantor sudah bagus dilengkapi dengan pengharum
ruangan, hiasan Imitasi/Plastik handsanitizer, sabun dan tisu.
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e.

f.

g.

Ruang tunggu pihak berperkara dilengkapi dengan handsanitizer,
nomor antrian, taman bermain anak, tempat ibu menyusui.

Tempat pemeriksaan perkara dan penangan pengaduan telah berjalan dengan
baik didukung dengan Aplikasi SIWAS, Register Pengaduan dan PTSP.

Standar pelayan public sudah terlaksana dengan baik.

9. Informasi dan Tranfaransi

a.

b.

Website dan jaringan Internet di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
tersedia dengak baik.
Meja Informasi telah berjalan dengan baik juga

10. Layanan Hukum (Yankum) bagi masyarakat tidak mampu.

a.

b.

h.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah tersedia sarana dan

prasarana Posbakum.

Penunjukan Pos bakum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah

sesuai dengan syarat-syarat penyedia jasa.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melaksanakan Pelayanan

Pos Bakum dalam dua hal Konsultasi dan pelayanan pembuatan

Surat Permohonan dan Surat Gugatan.

. Pos Bakum telah dilengkapi dengan perjanjian dan surat perintah
kerja dan setiap tahun diperbaharui.

. Pelaporan Posbakum dari penyedia layanan dilaporkan setiap bulan.
Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak melaksanakan sidang keliling.

. Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdapat pelayanan prodeo satu

tahun sebanyak 100m perkara dengan anggaran setiap perkara

sebesar Rp416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Out put layanan prodeo tercapai sesuai DIPA bahkan kurang.

11. Penangananan Pengaduan

a.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menyediakan sarana prasarana
Layanan Pengaduan berupa form pengaduan dan register pengaduan

b. Petugas Meja Pengaduan telah ditunjuk berdasarkan SK Ketua.
c. Untuk tahun 2019 Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima satu

buah pengaduan, sedangkan untuk tahun 2020 belum menerima
Pengaduan.

. Pengadilan Agama Jakarta Selatan penanganan pengaduan sudah
menggunakan Aplikasi SIWAS MARI

. Petugas meja pengaduan belum mempunyai akun/user name SIWAS
dan mampu mengoperasikan karena masih menggunakan akun
ketua dan wakil ketua.
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f. Fasiltas pendokumentasian dan pengadministrasian sudah
disediakan ditangani oleh Panmud hukum tetapi tidak ada pengaduan
sampai saat ini.

12. Keterbukaan Informasi

a. Sarana dan prasarana pelayanan informasi di Pengadilan Agama
Jakarta Selatan berupa Website, TV Media dan banner-banner

b. Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum menerapkan biaya peroleh
informasi kendalanya belum ada sosialisasi dari lefel atas.

c. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melaksanakan laporan
pelayanan informasi dan dilengkapi dengan register informasi yang
direkap setiap bulan.

d. Pelaksanaan SIPP di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah
dilaksanakan secara kontinu dan akurat (efektif).

e. Up load setiap putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung di PA.
Jaksel telah dilaksanakan dengan baik 100 %.

13. Standar Pelayanan

a. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menyusun dan
melaksanakan Standar Pelayanan berupa Maklumat Pelayanan dan
manual mutu layanan.

b. Evaluasi terhadap Standar Pelayanan sudah dilaksanakan dan
dievaluasi per-Triwulanan.

c. Sampai saat ini belum pernah ada pengaduan terkait dengan standar
pelayanan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

B. ADMINISTRASI PERKARA

1. Kondisi:
Dalam SIPP tingkat banding ditemukan beberapa perkara banding melebihi
dari ketentuan seperti:
131/Pdt.G/2015/PA.JS; 2208/Pdt.G/2015/PA.JS; 2278/Pdt.G/2015/PA.JS ;
2531/Pdt.G/2015/PA.JS; 2601/Pdt.G/2015/PA.JS; 0024/Pdt.G/2016/PA.JS;
dan 3508/Pdt.G/2015/PA.JS

Kriteria:

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Sebab:

Input datanya belum tuntas dan Majelis Hakim dari perkara-perkara tersebut
di atas sudah tidak aktif lagi

LHP Reguler Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tgl 25-26 Juni 2020



Akibat:
Perkara-perkara tersebut menjadi tunggakan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan, semakin hari semakin bertambah bebannya

Rekomendasi:
Segera diupayakan untuk penghapusan

2. Kondisi:
Ditemukan dalam buku induk keuangan bulan Juni 2020, dalam kolom Hak-
hak Kepaniteraan tidak ada transaksi PNBP khusus untuk panggilan sidang
pertama bagi Penggugat dan Tergugat.

Kriteria:
Setiap transaksi hak-hak kepaniteraan diantarannya PNBP harus tercatat
dalam buku Induk keuangan perkara

Sebab
Antara yang tercantum dalam komputer berbeda dengan apa yang telah diprint out.

Akibat
Ada perbedaan penulisan dalam computer dengan hasil prinan

3. Kondisi:
Ditemukan dalam buku induk keuangan tentang penutupan tiga bulanan
yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan dan Panitera, dalam
penandatanganan penutupan terdapat kekeliruan, Panitera disebelah kanan
dan Ketua disebelah kiri dan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan

Kriteria:

yang seharusnya Ketua Pengadilan sebagai pemeriksa disebelah kanan,
yang diperiksa (Panitera ) sebelah kiri dan harus dibuatkan Berita Acara
Pemeriksaan, Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan, Buku I, halaman 21;

Sebab
Penutupan buku keuangan tiga bulanan tersebut tidak sama dengan
penutupan buku keuangan setiap bulan;

Akibat

Tidak sesuai aturan

Rekomendasi

Kedepan diharapkan sudah sesuai aturan

4. Kondisi:
- Ruang Arsip tidak tertata rapi, sempit, pengap;
- Berkas putusan yang tersimpan diruang arsip tahun 2014-2020
- Baru tertata adalah arsip putusan tahun 2017-2019
- Yang belum tertata arsip tahun 2016-2020 masih berserakan

Kriteria:
Arsip harus tertata rapi
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Sebab
Ruang Arsip sudah tidak memadai, perkaranya banyak, sekitar 5500
perkara pertahun

Akibat
Berkas putusan berserakan (tidak tertata)

Rekomendasi
Perlu ruang arsip yang luas dan memadai

5. Kondisi:
Ditemukan perkara Nomor 1174/Pdt.G/2019/PA.JS sudfah putus dan sudah
in kraght, tetapi belum masuk box arsip, dilihat di buku kendali arsip juga
belum ada

Kriteria:

Perkara yang sudah selesai dan sudah diminutasi serta sudah berkekuatan
hukum tetap harus sudah masuk box arsip dan tercatat di buku kendali
arsip.

Sebab

Tidak tertib adiministrasi

Akibat
Box arsip kosong

Rekomendasi

Untuk perkara yang sudah selesai dan sudah diminutasi serta sudah
berkekuatan hukum tetap segera dimasukan kedalam box arsip dan tercata
dalam buku kendali arsip

6. Kondisi:
Perkara Nomor 1813/Pdt.G/2019/PA.JS diputus tanggal 13 Mei 2020, tetapi
belum masuk box arsip, berkas masih berada di Panitera Pengganti dan
belum minutasi

Kriteria:

Perkara yang sudah selesai dan sudah diminutasi serta sudah berkekuatan
hukum tetap harus sudah masuk box arsip dan tercatat di buku kendali
arsip.

Sebab

Tidak tertib adiministrasi

Akibat
Sulit menemukan berkas tersebut karena box arsip kosong

Rekomendasi

Untuk perkara yang sudah selesai dan sudah diminutasi serta sudah
berkekuatan hukum tetap segera dimasukan kedalam box arsip dan tercatat
dalam buku
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7. Kondisi:
Untuk perkara yang mengajukan upaya hukum banding, berdasarkan
laporan bulan Mei 2020 ada 4 (empat) perkara, dari empat perkara tersebut
2 perkara siap dikirim ke PTA DKI Jakarta (3455/Pdt.G/2019/PA.JS dan
0081/Pdt.G/2020/PA.JS) satu perkara sudah diputus oleh PTA DKI Jakarta
(4504/Pdt.G/2019/PA.JS) dan satu perkara lagi belum dikirim ke PTA DKI
Jakarta, karena surat menunggu pemberitahuan
Kriteria:
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
Sebab
Menunggu surat pemberitahuan
Akibat
Batas waktu melebihi ketentuan (lebih dari satu bulan)
Rekomendasi
Untuk perkara banding dalam waktu satu bulan harus sudah dikirim ke PTA DKI Jakarta

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

I. Perkara Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.JS,; 845/Pdt.G/2020/PA.JS, ;
1101/Pdt.G/2020/PA.]JS, ; 1392/Pdt.G/2020/PA.]S,; 931/Pdt.G/2020/PA.]S,;
1228/Pdt.G/2020/PA.]S,; 1231/Pdt.G/2020/PA.]JS,; 1249/Pdt.G/2020/PA.]S,;
166/Pdt.G/2020/PA.]S,; dan 1489/Pdt.G/2020/PA.JS,;

- Kondisi:
Perkara di putus tanggal 24 Juni 2020 dengan persidangan dua kali, Berita
Acara Sidang belum ada sedangkan putusan sudah ada, namun belum
ditanda tangani Majelis Hakim, sehingga perkara belum minutasi secara
riil, tetapi dalam SIPP telah diminutasi.

Kriteria:

Bahwa dalam proses verbal persidangan harus dimuat dalam Berita Acara
Sidang sebagai analisis hukum bagi Majelis hakim dalam membuat putusan
nantinya sebagaimana maksud pasal 178 (1) HIR.

Sebab:

Panitera Pengganti harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat hari,
tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, jalannya
pemeriksaan perkara secara lengkap dan jelas.

Akibat:
Putusan dibuat tidak berdasarkan Berita Acara Sidang.
Rekomendasi:

Berita Acara Sidang harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat
sehari sebelum sidang berikutnya.
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I1. Perkara Nomor 456/Pdt.G/2020/PA.]S.

1. Kondisi:
Perkara sudah minutasi dan sudah keluar Akta Cerai akan tetapi Berita
Acara Sidang tanggal 17 Februari 2020, tanggal 24 Februari 2020 dan
tanggal 2 Maret 2020 belum ditandatangani oleh Panitera Pengganti

Kriteria:

Berita Acara Sidang harus sudah selesai dan sudah ditandatangani baik
oleh Panitera Pengganti dan Ketua Majelis.

Sebab:

Panitera Pengganti kurang cermat dalam meminutir berkas perkara.
Akibat:

Belum dapat dianggap sebagai akta autentik

Rekomendasi:

Agar setiap akan minutasi berkas Panitera Pengganti mengecek kembali
terhadap kelengkapan berkas.

2. Kondisi:
Dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan saksi saksi ternayat antara saksi 1
dengan saksi ke 2 keterangannya sama persis berkenaan dengan
penyebab perselisihan.
Kriteria:
Tidak mungkin sama keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
Sebab:
Hanya copy paste.
Akibat:
Belum dapat dianggap sebagai akta autentik
Rekomendasi:
Agar Majelis Hakim dalam memeriksa saksi agar menggunakan kalimat
langsung.

3. Kondisi:
Dalam Berita Acara Sidang pembacaan putusan Ketua Majelis Hakim
menyampaikan salinan putusan dalam bentuk elektronik tanpa ada bunyi
lengkap amar putusannya.
Kriteria:
Setiap kali Majelis Hakim membacakan putusan harus tertulis dalam Berita
Acara Sidang bunyi amar putusan tersebut.

Sebab:
Panitera Pengganti/Panitera sidang belum memahami tugasnya.
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Akibat:

Berita Acara Sidang tersebut cacat hukum.
Rekomendasi:

Agar segera diperbaiki sesuai yang semestinya.

4. Kondisi:
Perkara diputus pada tanggal 23 Maret 2020 P dan T hadir secara
elektronik akan tetapi Akta Cerai baru dibua pada tanggal 18 Juni 2020.
Kriteria:
Bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang Undang No.7 tahun
1989 menyatakan Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai
alat bukti kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah
putusan yang memperoleh kekutan hukum tetap.
Sebab:
Tidak memahami ketentuan hukum yang berlaku.
Akibat:
Bisa merugikan pihak berperkara.
Rekomendasi:
Agar melaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlsku.

ITII. Perkara No.1007/Pdt.G/2020/PA.]S

1. Kondisi:
Perkara diputus pada tanggal 23 Maret 2020 (verstek) akan tetapi baru
diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 9 April 2020 (baru
diberitahukan 17 hari kemudian)
Kriteria:

Setiap putusan yang diluar hadirnya pihak agar sesegera mungkin
diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir tersebut.

Sebab:
Agar azas sederhana cepat dan biaya ringan tercapai
Akibat:
Tidak tercapai azas sederhana cepat dan biaya ringan

Rekomendasi:
Agar pemberitahuan putusan di luar harus segera diberitahukan

2. Kondisi:
Amar putusan yang ada dalam putusan dengan yang tercantum dalam
SIPP tidak sama
Kriteria:
Bunyi amar antara SIPP dengan putusan harus sama.
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Sebab:
Tidak adanya pengecekan/kontrol dari petugas pengimput SIPP

Akibat:
Tidak adanya kesamaan amar tersebut.

Rekomendasi:
Segera diperbaiki.

D. ADMINISTRASI UMUM
I. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
a. ABS (Aplikasi Backup SIKEP)

Kondisi:

Monitoring kelengkapan data dan e-doc ABS pada Pengadilan Agama
Jakarta Selatan Masih terdapat kekurangan kelengkapan data e-doc yang
meliputi e-doc data pibadi dan e-doc data PPK

sedangkan pada Monitoring kelengkapan data ABS terdapat kekurangan
data pangkat golongan dan data Mutasi promosi sehingga persentase
belum mencapai nilai akhir 100%

< C @ Notsecure | abs.badilag.net/penilaian/Login.wgx B Q % e H

File - | User Setting | Bantuan

. Aplikasi Monitoring Kelengkapan Data dan E-Doc
Badan Peradilan Agama - Mahkamah Agung Republik Indonesia

G Pengadilan Agama Jakarta Selatan - D.K.L. Jakarta (Kelas 18)
e 19811216.200904.2.002 || [ 11112 Dats | Report Data | Kelengkapan kP
% Elvira A S.Kom.,
- M.Kom. Nilai SIMPEG (60%) Nilai E-DOC (40%) Nilai Akhir (100%) Total Log User
25 2un 2020, 907:32 PM Data Nip Yang Linat Detail
59983 | 39.891 | 99.874 | Zmiizls Ui 3037
DAFTAR INSTANSI (1 Sather)
No Nama Penilaian Total Colom/Fiel Total Data Total Benar Total Salah Nilai Akhir (%)
& PTAJAKARTA L lEnoc e -
PA. JAKARTA PUSAT 1 E:HC Data Pnba:; > 120 30 119 1 119
e e o E o :
A (TA SELATAN 4. Edoc Data Pendidikan Formal m m 7 0 5
5. Edoc Data Pendidikan dan Pelatihan 276 276 276 o 5
£a TA AR, 6. Edoc Data PPK 701 701 700 1 5.991

- Total Nilai E-DOC 30.801

900 60 900 0 1
1568 19 1568 0 1
3564 396 3560 4 6.992
302 378 3020 4 6.991
1626 ETZY 1626 0 7
284 276 2484 0 7

7. Data PPK 7010 701 7010 0 7

8. Data Suami / Istri 220 55 20 0 3

- Total Nilai SIMPEG 50963

Copyright © 2014 Aplikasi Monitoring Kelengkapan Data dan E-Doc

Kriteria:

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor:
2052/DjA.2/HM.02.3/6/2020, tanggal 9 Juni 2020, perihal Monitoring dan
Evaluasi Data SIKEP MA dan ABS melalui Sarana Teleconference (Zoom
Meeting)

Sebab:

e-doc belum diupload ke dalam ABS dan adanya data yang sudah di input
tetapi tidak terbaca di ABS.
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Akibat:
Tidak lengkapnya Data dan e-doc pada Aplikasi Backup SIKEP (ABS)

Rekomendasi:

Data dan edoc seluruh pegawai harus dimutakhirkan setiap ada perubahan
data sehingga pada saat Monitoring Evaluasi yang dilakukan oleh Badilag,
satker yang bersangkutan akan memperoleh nilai akhir 100%

b. Surat Sakit

Kondisi:
Terdapat 1 (satu) pegawai yang sakit selama 3 (tiga) hari namun tidak
melampirkan surat sakit

Kriteria:

Peraturan MA RI No 7 tahun 2016 Tentang Penegakan disiplin kerja hakim
pada mahkamah agung dan badan peradilan dibawah nya dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN

Sebab:
tidak melampirkan surat keterangan dokter

Akibat:
Tidak lengkap Administrasi kepegawaian

Rekomendasi:

Setiap Pegawai yang menjalankan cuti sakit harus menyampaikan surat
keterangan sakit secara tertulis ketasan langsung dengan melampirkan
surat keterangan dokter/surat sakit

c. Karpeg dan Karis/Karsu

Kondisi :
Masih Ada beberapa pegawai yang masih belum memikili Kartu Pegawai
(Karpeg) dan Kartu Suami/lstri (Karis/Karsu)

Kriteria:

Keputusan Kepala BAKN No.066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri
Sipil dan Peraturan Kepala BKN No 7 tahun 2008 tentang Kartu Pegawai
Negeri Sipil.

Surat Edaran Kepala BKN Nomor : 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983
tentang lzin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Sebab:

Belum diajukannya usulan pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) dan usulan
pembuatan Karis Karsu

Akibatnya:

Kurang lengkapnya identitas Pegawai yang akan di Upload ke dalam
aplikasi Sikep dan ABS
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Rekomenasi:
Usulan Karpeg dan Karis/Karsu harus dibuatkan untuk tertib administrasi
kepegawaian.

d. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Kondisi:

Masih terdapat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang masih dalam perbaikan
Kriteria:

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil (PNS)

sebab:

Masih dalam perbaikan

Akibatnya:
Tidak lengkapnya data kepegawaian

Rekomendasi:
Segera di perbaiki untuk kelengkapan data e-doc SIKEP dan ABS

e. Aplikasi Vision

Kondisi:

Belum menggunakan Aplikasi Vision yang telah diluncurkan oleh Badilag
Kriteria:

Surat Dirjen Badilag Nomor. 1072/DjA/HM.00/3/2020 tanggal 17 Maret
2020, perihal Pelayanan Perizinan Menggunakan Aplikasi Vision

Sebab:
Belum ada keperluan untuk izin belajar dan izin pencantuman gelar

Akibatnya:
Aplikasi Vision belum terisi

Rekomendasi:
Pengsulan pencantuman gelar dan izin belajar menggunakan aplikasi Vision
(Virtualisasi Surat izin Online)

Il. Sub. Bagian Umum dan Keuangan
a. Pencatatan Tanah bangunan SIMAK BMN

Kondisi:

Tanah Bangunan kantor Pemerintah di laporan BMN tercatat 6.144 m2 dan
di sertifikat 6.144 m2. Tanah bangunan Rumah Negara Golongan Il di
laporan BMN seluas 960 m2 sedangkan di sertifikat asli 895 m2. Selisih
tersebut menurut kasubag umum dan keuangan telah dilakukan revaluasi ke
KPKNL dengan nomor surat W9-A4/2603/PL.01/3/2019. Hasil dari revaluasi
tersebut belum ada jawabannya sehingga pencatatannya masih ada selisih
sampai sekarang.
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Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtangan
BMN

Sebab:

Menurut kasubag umum dan keuangan selisih tersebut karena adanya
pengggunaan lahan untuk keperluan saluran air.

Akibat:

Terdapat selisih luas tanah pada bangunan rumah Negara golongan Il seluas 65 m2.

Rekomendasi:
Agar terus dipantau dan dikawal surat revaluasi ke KPKNL jika hasil
revaluasi sudah diterima agar segera melakukan perbaikan pada aplikasi
SIMAK BMN.

b. Penghapusan BMN
Kondisi:
Terdapat barang barang yang kondisinya sudah rusak. Namun belum
dilaksanakan penghapusan BMN.

Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan
Pemindahtangan BMN

Sebab:

Menurut kasubbag umum dan keuangan masih dalam proses .

Akibat:

Barang barang yang sudah rusak masih tercatat dalam neraca BMN.
Rekomendasi:

Agar dilakukan pengajuan penghapusan barang barang yang sudah rusak.

c. Perpustakaan
Kondisi:
Ruangan Perpustakaan belum optimal di kelola dengan baik. Sirkulasi udara
kurang baik.
Kriteria:
PP No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tentang Perpustakaan
Sebab:
Karena jarang atau tidak ada pengunjung yang datang ke perpustakaan,
sehingga ruangan selalu tertutup sehingga semakin tidak menarik minat
pembaca dan peminjam untuk datang masuk keperpustakaan.
Akibat:
Tidak ada nya pengunjung yang datang ke perpustakaan untuk membaca
ataupun meminjam buku di perpusatakaan.
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Rekomendasi:

Agar dilaksanakan pengawasan pengelolaan perpustakaan sehingga
sirkulasi udara tetap dikelola dengan baik, upayakan pintu ruangan
perpustakan selalu dibuka dan dibuat senyaman mungkin. Untuk menarik
minat pembaca/peminjam buku datang masuk keruangan perpustakaan.

E. Perencanaan
a. Penggukuran kinerja

Kondisi:
Belum dibuat pengukuran kinerja secara periodik tahun 2020
menggunakan indikator kinerja, realisasi kinerja dan target kinerja.

Kriteria:

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 bagian keenam Pasal 18
dan 19 dan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014.

Sebab:
Belum adanya koordinasi untuk pengukuran kinerja secara periodic di
tahun 2020.

Akibat:

Pengukuran kinerja setiap triwulannya belum terkoordinasi sehingga
capaian kinerja per triwulannya tidak dapat diukur. Hal ini akan
mempengaruhi penilaian Evaluasi SAKIP.

Rekomendasi:

Sesuai peraturan yang ada agar dibuat pengukuran kinerja per triwulan
secara periodik untuk memantau atau memonitor capaian kinerjanya
serta meningkatkan evaluasi SAKIP.

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kondisi:
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 belum dimanfaatkan dalam
pengarahan dan pengorganisasian kegiatan seluruh pegawai Pengadilan
Agama Jakarta Selatan, namun sudah ada sosialisasi tentang
penyusunan SAKIP.

Kriteria:

- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang
Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; dan

- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI  Nomor
20A/SEK/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pedoman Evaluasi
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Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan dibawahnya

Sebab:

Belum maksimal dalam pelaksanaan sosialisai Perjanjian Kinerja
organisasi.

Akibat:

Pegawai Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum mengetahui dan
melaksanakan kegiatannya sesuai dengan yang telah di perjanjikan.

Rekomendasi:

Agar dibuatkan surat undangan kepada seluruh pegawai untuk
pemanfaatan dan pengarahan pimpinan kepada seluruh pegawai
Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang sosialisasi perjanjian kinerja.

c. Dokumen Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020.

Kondisi:

Dokumen Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 tidak dibuat.

Kriteria:

- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

- Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang
Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; dan

- Petunjuk dan Arahan Mahakamah Agung RI Cqg. Bagian Evaluasi dan
Pelaporan (Evlap Mahkamah Agung RI)

Sebab:

Belum maksimal dalam pengawasan pelaksanaan pembuatan dokumen

Perjanjian Kinerja Individu.

Akibat:

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 tidak ada.

Rekomendasi:

Agar dibuat Perjanjian Kinerja Individu.

d. Dokumen Rencana Aksi.
Kondisi:
Dokumen Rencana Aksi sudah dibuat, namun masih terdapat

kekurangan (tidak ada terdapat tanda tangan Ketua Satgas
SAKIP/Panitera).

Kriteria:

- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
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- Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang
Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; dan

- Petunjuk dan Arahan Mahakamah Agung RI Cq. Bagian Evaluasi dan
Pelaporan (Evlap Mahkamah Agung RI)

Sebab:

Atasan langsung belum maksimal dalam pengawasan dokumen SAKIP
atau bagian perencanaan belum mengetahui format dokumen Rencana
Aksi tersebut.

Akibat:
Dokumen Rencana Aksi belum maksimal didalam penyusunannya.

Rekomendasi:
Agar lebih dimaksimalkan lagi dalam penyusunan Rencana Aksi.

e. Dokumen Program Kerja
Kondisi:
Dokumen Program Kerja sudah dibuat, namun belum disosialisasikan
keseluruh pegawai Pengadilan agama Jakarta Selatan serta tidak
diadakan rapat-rapat untuk melakukan perencanaan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan program kerja.

Kriteria:
- Petunjuk dan Arahan Mahkamah Agung RI

Sebab:

Atasan langsung belum maksimal dalam pengawasan pelaksanaan
penyusunan Program Kerja.

Akibat:

Dokumen Program Kerja telah dibuat, namun tidak ada dokumen
undangan, daftar hadir rapat, notulensi dan dokumentasi rapat-rapat atau
sosialisasi keseluruh pegawai Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Rekomendasi:

Agar lebih dimaksimalkan lagi dalam sosialisasi Program Kerja keseluruh
pegawai Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

F. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Kondisi:
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah sesuai Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rl

Kriteria:

-SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama
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Rekomendasi:
Agar pada tahun-tahun berikutnya tetap dipertahankan

G. WEBSITE
Kondisi:
Masih ditemukan beberapa data yang belum update. Berikut data-data yang belum
update;
- Layanan Publik dibagian Perjanjian Kinerja Individu, data terakhir masih tahun 2017
(tahun 2018, 2019 dan 2020 belum ada datanya);
- Rencana Aksi, tidak ada tandatangan Ketua Satgas Sakip (Panitera)

- Statistik Kunjungan Web Site, Data Aset BMN, Statistik Pengaduan, Statistik Hukuman
Disiplin, dan Statistik Mediasi, terakhir up date tahun 2018 (2019 dan 2020 belum ada)

- Laporan Keuangan Perkara tahun 2019 data bulan Desember 2019 belum ada
- Ada beberapa pegawai yang belum mengisi data LHKASN di tahun 2018
Kriteria:

- SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan;

- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 003.a/DJA/SK/I/2015
Tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui Website di Lingkungan Peradilan
Agama

Sebab:

Petugas website belum optimal dalam updating data dalam website dikarenakan
rangkap tugas di sub bagian lain

Akibat:
Masih ditemukan data yang belum terisi

Rekomendasi:
Agar lebih maksimal dalam pengelolaan updating website;

H. 11 (sebelas) Unggulan Badilag
Kondisi

11 (sebelas) aplikasi unggulan Badilag semuanya sudah bisa dilaksanakan,
namun khusus untuk Vision aplikasi ini sudah ada tetapi belum berjalan
maksimal, sementara Command Centre sudah berjalan akan tetapi
Command Centre belum memiliki ruang tersendiri, masih dalam proses
pengadaan

Kriteria

- Himbauan Dirjen Badilag Nomor 1517/DJA/HM.00/4/2020, tanggal 22 April
2020, perihal Himbauan Memasang Poster 11 Aplikasi Unggulan Ditjen
Badilag
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- Surat Dirjen Badilag Nomor 1072/DjA/HM.00/3/2020 tanggal 17 Maret
2020, perihal Pelayanan Perizinan Menggunakan Aplikasi Vision

Sebab:
- Kapasitas ruangan sangat terbatas, belum adanya ruangan tersendiri
- Belum ada keperluan untuk izin belajar dan izin pencantuman gelar

Akibatnya:
- Ruang command centre masih berpindah-pindah
- Aplikasi Vision belum terisi

Rekomendasi:

- Agar segera diadakan ruang khusus untu command centre

- Pengsulan pencantuman gelar dan izin belajar menggunakan aplikasi
Vision (Virtualisasi Surat izin Online)
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BAB Il
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta, sebagaimana telah diuraikan BAB II di atas, secara

garis besar dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajemen peradilan telah dilaksanakan dengan baik, namun perlu adanya

perbaikan dan penyempurnaan;

2. Administrasi perkara, administrasi persidangan dan tehnis yustisial telah
dilaksanakan, akan tetapi perlu perbaikan, dan penyempurnaan serta perhatian

secara serius;

3. Implementasi SIPP sudah baik, hanya perlu penyisiran terhadap perkara-perkara
lama yang masih dianggap berproses dan upload data SIPP (minutasi)terdapat

data yang tidak sesuai dengan kenyataan pisik berkas (belum minutasi)

4. Implementasi aplikasi e-register perkara dan e-jurnal keuangan perkara telah
dilaksanakan dengan baik, dan agar lebih optimal, dinstruksikan untuk terus

menginput setiap transaksi/kegiatan tahapan SIPP secara tepat waktu (real time);
5. Pelayanan Publik, termasuk SIPP didalamnya telah dilaksanakan, namun

perlu penyempurnaan dan konsisten.

6. Administrasi umum, baik yang menyangkut kepegawaian dan ortala,
perencanaan, Tl dan pelaporan, dan keuangan dan Umum telah

dilaksanakan, namun perlu perbaikan dan penyempurnaan;

B. REKOMENDASI

Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, merekomendasikan agar dapat

dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bidang Manajemen Peradilan.
a. Mengaktifkan fungsi Hawasbid minimal 3 (tiga) bulan sekali;

b. Mengaktifkan dan mengoptimalkan rapat secara rutin/khusus dan

terjadwal.

c. Mengoptimalkan rapat koordinasi dalam penyusunan anggaran dan
transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan realisasi
anggaran.

2. Bidang Administrasi Perkara, Persidangan dan Teknis Yustisial

a. Meningkatkan pelaksanaan Pola Bindalmin dan bersungguh-sungguh

melaksanakan Buku Il Edisi Revisi Tahun 2013.

b. Memperhatikan dengan saksama pelaksanaan hukum acara peradilan

agama.

c. Dalam upload SIPP untuk minutasi lebih diperhatikan lagi agar antara pisik

berkas dengan data ada kesesuian/sama;

d. Dalam pembuatan Berita Acara Persidangan agar lebih ditingkatkan

khususnya dalam menggali keterangan saksi agar lebih detail lagi;
3. Administrasi Umum:

a. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

1. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh Kelengkapan Data dan
E-documen dan harus diupdate setiap ada perubahan data pegawai di
Aplikasi Backup SIKEP (ABS)

2. Karpeg dan Karis/karsu pegawai yang belum dibuat harus segera

diusulkan sebagai tertib administrasi kepegawaian;
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3. Aplikasi Vision (Virtualisasi lzin Online) digunakan untuk melayani izin

pencantuman gelar, izin penelitian, izin belajar dan izin lainnya;

4. Dalam pembuatan SKP harus mempedomani Peraturan Pemerintah No.
46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Keja PNS dan Peraturan
Kepala BKN No. 1 Tahun 2013;

5. Memperhatikan dengan saksama pengisian konten kepegawaian dalam
Web Pengadilan Agama Jakarta Sselatan, utamanya dalam pembaruan

data terakhir;

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN,;

2. Diharapkan aplikasi perpustakaan segera diselesaikan sehingga para

pegawai dapat meminjam buku dari komputer masing masing;
b. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

- Untuk memantau atau memonitor capaian kinerjanya serta
meningkatkan evaluasi SAKIP, diharuskan membuat pengukuran kinerja
per triwulan secara periodik ;

- Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 harus dimanfaatkan dalam
pengarahan dan pengorganisasian Kkegiatan seluruh pegawai
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun sudah ada sosialisasi
tentang penyusunan SAKIP;

- Mengoptimalkan penyusunan Rencana Aksi.

- Mengoptimalkan sosialisasi Program Kerja keseluruh pegawai

Pengadilan Agama Jakarta Selatan
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- Untuk Perpustakaan agar ruangan tetap selalu dibuka supaya sirkulasi
udara tetap bagus, dibuat ruangan yang menarik dan nyaman supaya
minat hakim/pegawai untuk datang ke perpustakaan dan dimanfaatkan

dengan baik;

Website sudah cukup baik, namun masih ada beberapa konten atau

dokumen yang harus di Update secara berkala.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Regular periode
Juni 2020 ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah
Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Jakarta, Juni 2020

Tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

1. Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H. Ketua Tim : 1. _» | —

2. H.Imam Ahfasy, S.H., Anggota : w A s k(/

4. Mahrum, S.H. Anggota

fin
Q.
/

6. Hirda Arindah, A.Md. Anggota 6. QWL

3. Ratu Dhiyafah, S.H. Sekretaris : 3. (L:d)/
5

5. Ade Irma Suryani, A.Md. Anggota

33
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Perintah Tugas

Berita Acara Penutupan Kas

Berita Acara Pemeriksaan Kas (Dipa 01 dan 04)

Ceklis Pemeriksaan Implementasi 11 Aplikasi Unggulan

Surat Dirjen Badilag Nomor 1517/DjA/HM.00/4/2020, tentang Himbauan

memasang poster 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag;

o M Db =

6. Foto-foto Protokol Kesehatan, aplikasi unggulan Badilag.
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